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I. PENDAIIULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan yang tersebar diselwuh pelosok nregara dan
dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dikembangkan atas dasar
keutuhan Negara Kesatuan. Hubungan yang serasi tersebut diarahkan pula pada
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertonggung jawab scrta
menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, dan dil:ksanakan bersaina-
sama secara sektoral dan regional. (Aziz, 1996: 178)

Proses pembangunan nasional ekonomi akan efisien jiki memenuhi tiga ciri
pokok yaitu: (1) ekonomi ini mampu memproduksi output nasional sesuai dengaii
preferensi sosial yang ada secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber
ekonomi yang ada dalam suasana kompetisi yang sehat, (2) terciptanya iingkat
yang optimal dalam produksi barang dan jasa yang mencerminkan distribusi
pendapatan yang ada, (3) ekonomi ini dilandasi dengan kondisi-kondisi yang
kokoh untuk melakukan ekspansi yang optimal pada masa-masa yang akan
datang. ( Arief, 1995: 55)

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang bertumpu kepada trilogi pembangunan untuk mempercepat sebagai
kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan semakin
banyaknya barang-barang ekonomi kepada kemajuan teknologi dan penyesuaian
kelembangaan ideologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 kompenen
yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dari meningkatnya secara
terus-menerus; kedua, teknologi maju merupakan faktor dari pertumbuhan
ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan
barang dan jasa kepada penduduk; ketiga penggunaan teknologi secara luas dan
efisien memerlukan penyesvaian dibidang kelembangaan sebagai inovasi yang

dihasilkan oleh ilmu pengetahuaa dapat dinyatakan secara tepat.
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Landasan konsepsional keuangan negara adalah Garis Besar haluan
Negara(GBHN) sebagai landasan hukum atas konsepsi penyelenggaraan keuangen
negara di suatu periode yang merupakan aktualisasi amanat konstitusional dalain
penyelenggaraan keuangan negara inenghadapi konteks tantangzi dalam perioce
tertentu, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan
ketetapan Nomor 11 / MPR /1993 tentang Kebijaksanaan pembangunan khususnya
di bidang ekonomi antara lain :

I. Kebijaksanaan fiskal tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbarg
yang dinamis dengan memungkinkan dibentuknya dana cadangan pada masa
penerimaan negara melebihi yang direncanakan dan dimanfaatkannya dana
cadangan tersebut pada masa penerimaan negara kurang dari yang direncanakan
atau tidak cukup mendukung program yang telah direncakan dari atau yang sangat
mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh
stabilitas  ekonomi yang mantap. Penerimaan negara terus diupayakan
peningkataannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber lainnya,
dengan tetap memperhatikan penin gkatan kemampuan pembiayaan pembangunan
oleh masyarakat dan dunia usaha. Pen geluaran negara direncanakan secara cermat
berdasarkan prioritas yang @@jam untuk memberikan dampak yang sebesar —
besarnya bagi pembangunan negava. Tabungan pemerintah terus diupayakan
peningkatannya dalam rangka peningkatan tabungan nasional.

2. Penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja negara perlu
ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggar'iun
negara, baik tugas ummn pemerintahan maupun tugas pembangunan,
penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih disersikan serta dimantapkan
menurut perencanaan penganggaran yang berlanjut, berahap dan makin meningkat
dengan orientasi hasil bunga yang maksimal.

3. Sumber dana dari luar negeri dimanfaatkan sebaik — baiknya bagi

pembangunan nasional sebagai sumber pelengkap pembiayaan pembangunan dan

sebagai wahana alih tehnolog yang efektif. Penanaman niodal asing terus
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per-kapita, karena dengan adanya penyebaran hasil produksi/ pendapatan
masyarakat ini berarti menuju ke pendapatan per-kapita yung tinggi. (Aziz,
1996:51)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diliha* dari pertumbuhan
ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat dilihat dari
peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerali yang bersangkutan.
PDRB suatu daerah dapat ditingkatkan apabila investasi fisik dan non fisik i
daerah tersebut meningkat. Investasi fisik dan non fisik allan meningkat Jlla
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang disediakan oleh kora
Kediri.

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dJalam
menunjang pelaksanaan investasi fisik dan non fisik, maka dibutuhkan dana yang
dipungut dari pajak dan bukan pajak. Dengan demikian keberhasilan kota Kediri
dalam meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak |
bukan pajak, dan penerimaan pembangunan untuk pembiayaan pengeluaran
daerah akan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) kota
Kediri. Meningkatnya PDRB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di
kota kediri cukup baik.

Keberhasilan Pemerintah kota Kediri dalam menghimpun penerimaan
daerah akan dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah. Meningkatuya
pengeluaran pemerintah daerah ini akan dapat menunjang pertumbuhan ekoncn:i
daerah kediri. Hal ini terbukti dad tahun 1990/199] sampai dengan tabun
2000/2001, dimana ada beberapa tahun anggaran, pertumbuhan pengeluaran
pemerintah kota kediri selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonominya.

Pada tahun 1991/1992, pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar —2,64
% dan pertumbuhan ekonominya sebesar 16,97 %. Tahun 1992/1993,
pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar 52,47 % dan pertumbuhan
ekonominya sebesar 18,79%. Tahun 1993/1994, pertumbuhan pengeluaran koia
kediri sebesar 2,78 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 22,18 %. Tahun‘
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1994/1995, pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar 14,83 9% dan
pertumbuhan ekonominya sebesar 12,91%. Tahun 1995/1996, pertum:buhan
pengeluaran kota kediri sebesar 1,83 % dan pertumbuhan skonominya sabesar
13,40 %. Tahun 1996/1997, pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar 10,84
% dan pertumbuhan ckonominyz sebesar 13.18%. Tahun 199771993,
pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar 30,20 % dan pertumbulian
ekonominya sebesar 11,81 %. Tahun 1998/1999, pertumbuhan pengeluaran koia
kediri sebesar 85,40 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar —2,49%. Tahun
1999/2000, pertumbuhan pengeluaran kota kediri sebesar 46,47 % dan
pertumbuhan ekonominya sebesar 1,41 %. Tahun 2000/2001, pertumbuhan
pengeluaran kota kediri sebesar 3.87% dan pertumbuhan ekonominya sebesar
5,80%.

Berdasarkan uraian teutang pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerch
dan pertumbuhan ekonomi kota Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa
pengeluaran pemerintah dacrah mempunyai pengaruh timbal balik terhadap
pertumbuhan ekonomi di kota Kediri. Pengeluaran pemerintah daerah yaug
bersumber dari penerimaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota
Kediri dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi Juga mempunyai pengaruh terhadep
pendapatan atau penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
kota Kediri. Hal ini berarti jika pengeluaran  meningkat maka pendapatan/
penerimaan pemerintah juga naik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga aken
meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan juga naik,

karena penerimaan dari pengeluaran ;uga naik.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan di daerah dalam pelaksanaannya mcmerlukan dana yang
tidak sedikit jumlahnya untuk membiayai pengeluaran daerah apalagi dengan
diterapkannya Undang-Undang otonomi daerah dimana kabupaten/kotamadya

diharapkan meningkatkan tingkat k=mandirian daerah. Laju pertumbuhan realisas:
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total penerimaan APBD kota Kediri yang menunjukkan kemampuan daerah dalam
usaha membiayai pengeluaran daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di kota Kediri.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penelitian ini adalah apakah
terdapat pengaruh timbal balik antara pengeluaran pemerintah daerah dan
pertumbuhan ekonomi di kota Kediri tahun 1990 — 2000.

1.3 Tujuan Penelitian '

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh timba;

balik anggaran pengeluaran pemerintzh daerah dan pertumbuhan ekonomi di kota
Kediri tahun 1990 — 2000.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. bahan perbandingan yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
penelitian pada topik yang sama, yang kemungkinan dapat
dikembangkan variabel lain untuk menggambarkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota kediri,

2. keputusan yang berkaitan dengan anggaran pengeluaran pemerintah

daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota kediri
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IL TINJAUAN PUSFAKA.
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Lilyan (1999) dalam penclitian tentang Analisis Hubungan Pertumbuhan
Ekonomi dan Investasi di Indonesia Tahun 1989 - 1998 membuktikan bahwa aca
hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dalam hal ini Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) dengan Investasi di Indonesia tahun !'989 — 1998 Hal ini
dapat dilihat dari koefisien bj maupun dj yany besarnya tidak sama dengan 0 (tj =
0 dan dj # 0) hal tersebut sesuai dengar. landasan teori penelitian sebelumnya
yang mendukung hipotesa yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil
analisis dengan menggunakan regresi linear berganda dalam penelitian setelah di
wji dengan vji t (t test) ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya
dan teori yang ada. Hal ini terlihat pada hasil t hitung di PMDN vang lebih kecil
dari t tabel pada tingkat signifikansi 90 %. Sedangkan menurut hipotesa yang ada
PMDN dan PMA mempunyai mengaruh yang nyata ierhadap pertumbuhan
ekonomi (PDB). Namun untuk PMA, hacsilnya signifikan dalam mempengarulii
pertumbuhan ekonomi sehingga hasil penelitian ini tidak dapat secava
keseluruhan membuktikan hipotesa yang ada.

Penelitian yang dilakukan Zawawi (2001) tentang Pengaruh Subsidi dari
Pemerintah Pusat dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabuparen
Jember Tahun 1990 /1991 — 1999 /2000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
variabel subsidi dari pemerintah pusat dan PAD sebagai variabel bebas
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten jember sebagui
variabel terikat. Hasil uji statistik, dengan uji F bahwa subsidi dari pemerintal
pusat dan PAD secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel pertumbuhan ekonomi kabunaten jember, dan uji t menunjukkan hahwa

variabel subsidi dari pemerintah pusat dan PAD secara individu berpengaruh pzada

pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember.
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2.2 Landasan Teori
2.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu kebijakan pemerintah untuk
memoeli barang dan jasa. Kebijakan pemeriniah untuk mengatur Jjalannya
perekonomian dengan menentukan pengeluaran pemerintah yang dibiayai pajek
dan bukan pajak memberi dampak yang tidak kecil terhadap penerimaan daerah.

Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah yang dikembangkan
oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembungan pemerintal)
dengan tahap - tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal dari
perkembangan ekonomi presentase investasi pemerintah dari total investasi besar,
sebab pada tahap ini pemerintali harus menyediakan prasarana, pendidikan,
kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekcnomi,
investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekoromj
agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudal,
semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karera
pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena
perkembangan ekonomi. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi
menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin erat.

Musgrave berpencapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi
swasta dalam persentase terhadap Gross National Product ( GNP ) semakin besar
dan persentase investasi pemerintah dalam persentase Gross National Product
(GNP ) akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow
mengatakan bahwa pembangunan ckonomi, aktivitas pemerintah beralih dari
penyediaan prasarana ke pengeluaran — pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Wagner mengemukakan pada teori mengenai perkembangan pengeluaran
pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Inti Hukum
Wagner adalah dalam suatu perckonomian, apabila pendapatan perkapira
meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Disini’

peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena
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pemerintah  harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat
(Mangkoesoebroto,1996:141 ):

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeiuaran pemerintah
selalu meningkat yaitu ° tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan
ketahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiring
pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi
yang mengiring perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997:162 ).

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapatan lain dalam menerangkar
perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada
suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran  pemerintah”. Pemeriniah
selalu berusaha membesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimean
pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang semakin besar.
Mengacu pada teori pemangutan suara (voting), mereka berpendapat bahwa
masyarakat mempunyai batas toleransi pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk mebiayai pengeluaran-pengzluarannya. Tingkat toleransi pajak ipi
merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak
secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang (Dumairy,1997:163).

Teori Peacock dan Wiseman adalah Perkembangan ekonomi menyebabkan
pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, carn
meningkatkan penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga
semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, peningkatan
pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar,
begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar
(Mangkoesoebroto, 1996:143).

Apabila dalam keadaan normal terganggu adanya eksternalitas, maka
pemerintah terpaksa harus memperbesar  pengeluarannya untuk mengatasi

gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk mempero;eh

penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan

dana swasta untuk investsi dan dana modal kerja menjadi berkurang. Efek in:
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disebut efek penggantian (displacement effect). Postulat yang berkenaan dengan
efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan
aktivitas swasta di gantikan oleh aktivitas pemerintah. Pengatasan gangguan
acapkali tidak cukup dibiavai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah
mungkin harus juga meminjam dana luar negeri. Setelah gangguan teratasi,
muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah
pun kian membengkak karenz baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak
turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah selesai.

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek
penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang
disebut efek inspeksi (inspection effect). Postulat efek ini menyatakan, gangguan
sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanva hal-hal yang perlu
ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan tersebut. Kesadaran
semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk memvayar pajak lebik
besar, sehingga memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih
besar pula. Dalam grafik, perkembangan pengeluaran pernerintah bukanlah
berpola kurva mulus berlereng positif sebagaimana tersirat Jalam pendapat.
Rostow-Musgrave, melainkan berlereng positif dengan bentuk patah-parah seperti
tangga.
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Pengeluaran pemerintah/PDB Wagner,Rostow-Musgrave

/ Peacock -Wiswman

7

|

—p
Gambar 1: Perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapat Rostow-

Musgrave dan Peacock-Wiszman
Sumber . Mangkoesoebroto(1996: 143)

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan
ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan
suatu barang dan jasa dari luar daerah. (Arsyad, 1999:116)

Kuznets mendefinisikan bahwa pertumbuhan sebagai kenaikan jangka
panjang dalam kemampuan untuk me:iyesuaikan semakin banyak jenis barang dan
Jasa kepada masyarakat. Kemampuan itu tumbuh sesuai dengan keniajuan
teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan

Teori Harrod-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarar
yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau sieacly growth yang di
definisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggur.zan
sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam ekonomi. Dalam teoni
Harrod Domar bahwa pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang

akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang
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maupun pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif selurul
masyarakat. Pembentukan modal ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan
ekonomi . Investasi itu mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan
meningkatkan kapasitas produksi dalam perskonomian.

Menurut Teori Klasik ( Sukirno, 1985: 286) bahwa p>mbentukan moduil
adalah pengeluaran yang mempertinggi  jumlah alat-alat modal dalam
masyarakat.Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka azngan sencirinya
produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan akan
tercipta. Kaum Kalsik berpendapatan bahwa Supply Creates Its Own Demand
berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan
dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan peinbangunan
atau pertumbuhan ekonomi.

Teori pembangunan regional dalam hal meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi regional, menggunakan teori lokasi (Location theory) sebagai pangka!
tolak pengembangan teori pembangunan berdasarkan tahapan-tahapan yaitu tahan
ekonomi subsistence, tahap industri yang sederhana sesuai dengan perbaikan
dalam transportasi, tahap perdagangan antar daerah, tahap industrialisasi dengan
meninggalkan tipe produksi yang ekstraktif pertanian, dan tahap industri tertier
untuk tujuan ekspor dalam bentuk ekspoe modal, tenaga terampil, dan jasa-jasa
untuk daerah yang berkembang (Nurdin, 1995 - 87).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
yang dapat digunakan untuk mengikur ekonomi suatu daerah. Disamping itu
PDRB juga dapat digunakan sebagai alat melihat struktur perekonomian daerah
melalui peranan setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB daerah
bersangkutan.( Nota Keuangan Negara, 1999:69)

Pembangunan ekonomi mempunyai tiga unsur penting vaitu ( Arsyad,
1999:6):

1. Suatu proses (perubahan yang terjadi terus menerus),

2. Usaha untuk menaikkan tingkat psndapatan perkapita,
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a

3. Kenaikan pendapatan perkapita terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi itu sendiri perlu dipandang sebagai suatu proses
supaya saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi antara faktoi-
faktor yang menghasilkan pembangunan ckonomi tersebut. Dengan cara analisis
ini dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan
peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu
tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung sebagai jumlai
nilai yang ditambah melalui sisi pengeluaran maupun sisi pendapatan. Sisi
pengeluaran menghitung nilai pengeluaran total yang diperlukan untuk membeii
keluaran nasional, sedargkan sisi pendapatan menghitung nilai total pendapaton
yang dihasilkan oleh produksi keluaran itu (Lipsey, 1995 :56).

Pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-
Jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Untuk
menghitungnya dapat digunakan tiga cara (Sukirno, 1985:17) yaitu:
1. Cara Pengeluaran

Cara pengeluaran adalah cara menentukan pendapatan nasional dengan
menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam
masyarakat. Dalam cara ini yang dihitung bukanlah nilai dari setiap transaksi
diantara penjual dan pembeli, yang dihitung hanya meliputi nilai transaksi barang
dan jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari berlakunya apa yang dinamakan
perhitungan dua kali ( duoble couning ), yaitu menghitung nilai suatu barang
yang diciptakan kedalam pendapatan nasional sebanyak dua atau beberapa kali.

Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara pzngeluaran sektor-
sektor ekonomi dibedakan menurut sifat-sifat pembeli dalam masyarakat. Dalam
analisa makro ekonomi, berdasarkan pada sifat-sifat pengeluaran yang mercka

lakukan, para pembeli dalam masyarakat dibedakan dalam 4 golongan: rumah

tangga, pengusaha, pemerintah, dan sektor luar negeri (eksport dan import).

Dengan maksud memberikan data yang sesuai dengan yang diperlukan olch
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analisa makro ekonomi, dalam menghitung pendapatan nasional menurut cara
pengeluaran, para pembeli yang ada dalam perekonomian dibedakan dengan cara.
pengeluaran.

Jadi menurut cara pengeluzran, cara untuk menentukan pendapatan
nasional yang diperoleh dengan meniumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga,
pengeluaran para pengusaha, pengeluaran pemerintah dan pendapatan ekspor
dikurangi dengan pendapatan atas baiang-barang import. Nilai pendapatan yang
diperoleh dinamakan Prcduk National Bruto atau Gross National Product (GNP).
2. Cara Produksi

Menurut cara produksi, pendapatan nasional dihitung dengan
menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produktif yang
ada dalam perekonomian. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan caia
produksi, yang pertama-tama dilakukan adalah menentukan nilai produksi yang
diciptakan dalam tiap-tiap sektor. Nilai yang diperoleh dalam pendapatan nasional
dinamakan Produk Domestik Bruto atau Gross Domesic Product (GDP). .
3. Menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalain

memproduksi barang dan jasa.

Jadi yang dijumlahkan dalam menghitung pendapatan nasional dengan
cara ketiga adalah pendapatan yang diperoleh para pekerja, pendapatan paa
pengusaha dan pendapatan pemilik modal. Nilai yang diperoleh dinamakan
Pendapatan National datau National Income (NI). Dengan demikian istilah
pendapatan nasional dapat diartikan dalam dua pengertian. Dalam perhitungen
pendapatan nasional (National Income Accounting), seperti ini menipakan
pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalem proses produksi.
Sedangkan menurut pengertian yang umum, pendapatan nasional adalah produk:si
nasional suatu negara.

Berdasarkan teori cara menghitung pendapatan diatas, maka untuk

pendapatan pada wilayah regional disebut sebagai Pendapatan Domestik regional
Bruto (PDRB).
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2.2.3 Pengeluaran Pemerintah Daeran

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang
termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga dacrah yang meliputi
berbagai sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan
APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh kota Kediri di biayai oleh
pemerintah pusat saebagai pelaksana asas dekonsentrasi dan pemerintah koia
Kedin sebagai pelaksana asas desentralisasi dan perbantuanPembangunan yang
merupakan kewajiban pemerintah kota Kediri dibiayai dari sumber Pendapatern
dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah menggambarkan
kemampuan daerah dalam memobilisasilkan potensi keuangan. Apabila
penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka mengurangi ketergantungan
daerah yang bersangkutan terhadap pusat. Disamping itu besarnya APBD suatu
daerah akan berarti besar pula tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
kepada masyarakat. Peranan pemerintah untuk mengatur jalennya perekonomian
dapat dibagi menjadi empat, yaitu (Dumairy,1997:158):

1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalem mengalokasikan
sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal Jan
mendukung efisiensi produksi,

2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan
sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil den
wajar,

3. Peran stabilisatif, yaitu peranan pemerintah dalam memclihara
stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam
keadaan disequilibrium,

4. Peran dinamisatifyaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan
proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang,

dan maju.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Keempat peranan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh pemerintal
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan heempat peranan ini
mengakibatkan APBD telah menjadi instrumen kebijakar: ekonomi makro,
terlebih sejak turunnya harga minyak bumi dan berkurangnya sumber dana luar
negert.

Daiam anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengeluaran pemerinian
secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan. Klasifikasi penggolongan ini mirip seperti klasifikasi pengeluaran
ke dalam pos-pos pengeluaran lancar dan pos-pos pengeluaran kapital.
Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluarar untuk
membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pengawai;
belanja barang; berbagai subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang);
angsuran dan bunga utang pemerintah; serta sejumlah pengeluaran lain.
Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat
menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas
pengeluaran penbangunan yang dibiayai dengan dana rupiah murni dan bantmen
proyek (Dumairy,1997:165).

Dana rupiali mumni pembangunan adalah dana yang bersumber dari
tabungan pemerintah dan bantuan program yaitu bantuan luar negeri yang di
rupiahkan. Dana rupiah murni ini digunakan untuk: pertama, pengeluaran habis
pakai berupa pengeluaran untuk proyek-proyek yang secara langsung tidak
menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung memberi
dampak luas kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, seperti
proyek jalan, jembatan, pengairan, pendidikan, atau transmigrasi; kedua,
pengeluaran transfer yang ditujukan untuk bantuan pembangunan dacraﬁ,
penyertaan modal pemetintah dan sabsidi, seperti bantuan pembangunan desa,
bantuan pembangunan kotamadya/kabupaten, penyertaan modal pemerintah di
BUMN yang memerlukan suntuikan modal, subsidi pupuk, subsidi benin dan
sebagainya (Badjuri, 1999: 82).
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Pengeluaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) terdiri atas (Dumairy, 1997: 168):

1 ¥

o

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut pengeluaran
pemerintah, meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana
pemerintah secara langsung menerima balas jasa. Pengeluaran
pemerintah, antara lain pembayaran gaji pengawai, pembelian barang
dan jasa.

Transfer pemcrintzh  meliputi  pengeluaran pemerintah dimara
pemerintah tidak menerima jasa langsung atas pengeluaran tersebut.
Bentuk transfer pemerintah antara lain, sumbangan atas bencana alam,
pembayaran pensiun, pemberian beasiswa, subsidi bahan bakar
minyak.

Investasi pemerintah meliputi semua pengeluaran dalam rangka
memperbesar kapasitas produksi nasional, yang biasanya dalam

bentuk aktivitas-alitivitas untuk menghasilkan barang publik.

Ada empat prinsip pengeluaran pemerintah yang seharusnya menjadi

landasan dalam politik pengeluaran pemerintah, yaitu (Badjuri,1997;76):

1.

Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan
ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang;

Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan
bagi masyarakat;

Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang;

Merupakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga

beli yang lebih luas.

Dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, dapat dibedakan macam-macam

pengeluaran negara (Suparmoko, 1996;48):

1.

Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya artinya
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari

masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang
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bersangkutan. Contohnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan
negara, atau proyek-proyek produktif barang ekspor,

2. Pengeluaran yang reprcduktif, artinya mewujudkan keuntungan-
keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya
tingkatan penghasilan atau sasaran pajak yzing lain akhimya akan
menaikkan penerimaan pemerintah. Contohnya, pengeluaran untuk
bidang pertanian, pengairan, pendidikan, kesehatan masyarakat dan
sebagainya,

3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak
reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung mencmbah kegembiracn
dan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk bidang-bidang rekreasi,
pendirian monumen, objek-objek turisme dan sebagainya. Dalam hal
ini dapat juga menaikkan pendapata nasional dalam arti jasa-jasa
tersebut,

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak reproduktif dan merupakan
pemborosan misalnya untuk pembiayaan periahanan atau perang
meskipun pada saat terjadi pendapatan perorangan yang
penerimaannya akan meningkat,

5. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang,
misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal mi
tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharean bagi
mereka dimasa yang akan datang pada waktu usia yang lebih lanjut
pasti akan lebih besar.

Pengeluaran  pemerintah  terhadap pendapatar  nasional — untuk

meningkatkan pertumbuhan perekonomian atau kegiatan pembangunan dibiayai
oleh pajak dan tabungan swasta yang dapat dilihat dalam aliran perekonomian

tiga sektor di bawah ini,
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Pembayaran pendapatan uang

Untuk jasa faktor-faktor produksi

Jasa faktor-faktor produksi

Pajak Pajak

Scktor Sektor r Sektor
RT Pemerintah ( Perusahaarc
T 4 L

Pengeluaran pemerintah

Aliran barang dan jasa hasil produksi

Pengeluaran pendapatan uang

——a :
Tabungan rumah tangga Investasi ®

Gambear 2: Aliran perekonomian Tiga sektor
Swnber : www. Ut.ac.id/ol-supp/ekon4110/m4.htm.

Pembangunan akan melaju secara lebih mandiri apabila pembangunan itu
untuk sebagian terbesar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam
negeri dan tidak terlalu banyak tergantung dari sumber pembiayaan dari luar.
Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang dimaksud adalah toial
penerimaan pajak setelah dikurangi total pengeluaran pemerintah untuk
membiayai kegiatan-kegiatan rutinnya.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional akan
berbeda antara dibiayai oleh pajak atau dibiayai tabungan swasta sehingga

pembiayaan pengeluaran daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan
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berdaya guna. Kemampuan pemerintah meningkatkan p:nerimaan pajaknya
berarti menaingkatkan kemampuan pembiayaan pembangunannya dari sumber
daya dalam negeri sendiri.

Daerah dalam usaha melaksanakan program pembangunan dihadapkan
pada dua pilihan yang masing-masing membawa resiko. Disatu pihak biia dasrah
tidak mau bergantung dari sumber pembiayaan pembangunan dari luar , maka laju
pertumbuhan ekonomi sudah tentu akan lebih kecil dar kecepatan mengeiar
ketinggalan dari daerah yang maju akan sangat rendah, daerah yang baru
berkembang makin lama makin jauh ketinggalan dari daerah yang maju. Dipihak
lain, laju pertumbuhan ekonomi mungkin akan lebih tinggi apabila sumber
pembiayaan pembangunan itu selain dari dalam negeri juga dari luar negeri
(pinjaman/utang luar negeri). Pilihan yang tergantung dari luar negeri ini tenfu
memberi peluang lebih besar akan adanya gangguan terhadap stabilitas ekonomi
dalam negeri karena pekanya kondisi ekonomi dalam negeri terhadap pasung
surutnya perekonomian dunia. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dicapai
apabila sumber pembiayan dari luar sebagai pelengkap sumber-sumber
pembiayaan dalam negeri mampu menciptakan kondisi ekonomi dalam negeri
yang mandiri, yang berdaya tahan mengatasi pengaruh ekonomi dunia yang
semakin tidak menentu (Arsjad,1992: 63).

Kebijaksanaan keuangan daerah itu sendiri mencakup beberapa aspek
(Supriatna, 1993 : 173 ) yaitu:

1. pembiayaan dalam rangka asas dekonsentralisasi dan tugas perbantuan.

2. sumber pendapatan asli daerah.

3. pengelolaan keuangan daeah dai peningkatan kemampuan aparatur di daerah
dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah. -

Keuangan daerah itu sendiri adalah kemampuan pemerintah daerah untuk

mengelola mulai dari merencanaken, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan

dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangan daiam
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rangka pelaksnaan desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembaniuan di
daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemrintah daerah, baik
mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai
proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai APBD. Bukan berarti bahwa
pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah ( pajak dan retribusi
daerah ) yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat
juga dari penerimaan daerah yang berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat. Hanya
saja jika pusat memberi subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas iri,
maka subsidi tersebut harus bersifat beban, dimana penggunaannya diserahkan
kepada pemerintah daerah dalam APBD.

Berdasarkan asas dekonsentralisasi, pemerintah pusat melaksanakna tugas-
tugas pemerintah daerah melalui aparatnya, dalam hal pembiayaan operasional
maupun pembangunan proyek-proyek dengan pembiayaan APBN, vang
dialokasikan di APBD. Selain itu, berdasarkan asas tugas perbantuan, pemerintah
pusat dapat menugaskan daerah untuk melaksanakan tugas yang seharusnya
dilaksanakan pemerintah pusat. Demikian pula pemerintah daerah dapat
menugaskan pemerintah daerah yang lebih rendah tingkatannya untuk
melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal ini yang menugaskan menyediakan
pembiayaannya dimana pemerintah pusat melalui APBN.

Asas Negara Kesatuan Indonesia menyatakan bahWa daerah merupaken
bagian yang tidak terpisahkan dari nemerintah pusat. Atas asas ini maka antara
keuangan negara/pusat dan keuangan daaerah terdapat hubungan yang sangat crat,
bukan saja antara tingkatan pemerintah, akan tetapi mencakup pula faktoi-fakior
strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah.

Ruang lingkup hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah vang
sifatnya kompleks karena keterkaitan dengan berbagai aspek terutama dampak
dari pelaksanaan asas desentralisasi , dekosentralisasi den tugas pembantuan

dapat disederhanakan (Supriatna, 1993: 176) sebagai berikut
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3. efisiensi, pajak dan restribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi
sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan
distorsi atau pengaruh terhacap pengambilan keputusan para konsumen
dan produsen,

4. kemampuan administratif, adalah kemampuan untuk melaksanakarn
berdasarkan kemampuan administratif yang ads. Kemampuan terscbut
dapat di identifikasikan dari jumlah pegawai yang ada, keah!ian,
kejujuran, dan perangkat administrasi yang memadai,

5. politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara polotis, pengenaan pajak
yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari, sehingga tidak
menimbulkan keluhan dari masyarakat,

6. dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif
terhadap kegiatan ekonomi daeruh, sehingga perlu pertimbangan sebelum
menerapkan suatu jenis pajak daerah.

c. Bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan bagi
hasil. Penetapan bagi hasil menyangkut masalah bagaimana mencari ukuran hasil
pungutan pajak-pajak pusat atau pajak-pajak pemerintah pada tingkat yang lebih
baik.

Pada saat ini bagi hasil pajak yang terbesar adalah pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dimana pemerintah pusat memperoleh 10 persen, sedangkan 90
persen lainnya diserahkan pada pemerintah daerah yaitu 10 persen dari 90 persen
untuk daaerah tingkat 1 dan sisanya untuk pemerintah daerah tingkat I1.

d. Subsidi dan bantuan Kepada Daerah

Otonomi daerah bukan berarti setiap daerah harus dapat membiayai
seluruh kegiatannya dari pendapatan asli daerahnya. Tidak mungkin, bagi
sebagian daerah yang hanya mempunyai sedikit potensi didalam pendapatan asli
daerah akan kekurangan biaya dengan adanya otonomi daerun, bahkan bagi

daerah potensial pun harus membantunya. Dalam hal itu, pemerintah pusat
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mempunyai fungsi antara lain melakukan pemerataan antara daerah dengan
mengalokasikan dana berupa bantuan dan subsidi yang relatif lebih banyak
kepada daerah yang berpendapatan rendab dan kurang berpotensial. Adanya
subsidi dan bantuan Pemerintah Pusat merupakan alat yang utama dalam
melakukan pemerataan antar wilayah.

Didalam memeratakan tingkat pembangunan tersebut, besarnya subsidi
dan bantuan kepada tiap daerah harus didasarkan pada formula yang rasional dan
dikaitkaan dengan besarnya alokasi sektoral kepada masing-masing daerah.
Daerah yang telah menerima alokassi sektoral yang lebih besar akan mendapaikan
bantuan dan subsidi yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.
Sebaliknya daerah yang menerima alokasi sektoral lebih kecil perlu dibantu dan
diberikan subsidi yang lebih besar.

e. Pinjaman daerah

Pinjaman daerah merupakan aset penerimaan daerah dalam struktur
keuangan daerah. Pinjaman daerah dewasa ini semakin mern2gang posisi penting
sebagai sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana daerah, terutama
dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat yang semakin meningkat.
selain akan mengurangi ketergantungan pembiayaan daerah atas APBN. juga akan
semakin mendewasakan sistem perencanaan anggaran atau keuangan dacran d.
lingkungan pemerintah daerah secara mantap dan mandiri.

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, maka
diharapkan pemerintah daerah akan dapat menentukan sendiri kegiatan afeu
proyek-proyek yang benar-benar diperlukan masyarakat dan yang akan
menghasilkan pendapatan untuk mermbayar kembali pinjaman tersebut, baik

secara langsung maupun tidak langsung.
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Pengelolaan keuangan pemerintah daerah terbagi antara beherapa satuan yang

terpisah (Devas, 1989:283) yaitu:

1.

sekretaris wilayah daerah bertanggung jawab pada Kerala Daerah dalam
hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengenrdalilan
pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan membukukannya;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas
menyusun kebijkasanaan dan program dalam kaitannya dengan anggaian
pembangunan tahunan;

dalam lingkungan Sekretariatan ada bagian Pembangunan yang bertugas
sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran
pembangunaan daerah dan proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan
dari pemerintah pusat;

dinas Pendapatan daerah bertanggung jawab langsung pada kepada daerah
dan bertugas memungut berbagai pajak dan restribusi daerah, biaya surat
1jin dan kutipan lain-lain;

menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang, menerbitkan cek atas
nama pemerintah daerah adalah tugas kantor pembendaharaan;
masing-masing pemerintah daerah memiliki inspektorat yang tugasnya

mencakup memeriksa keuangan daerah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, hipotesis vang

diajukan adalah diduga terdapat pengaruh timbal balik antara pengeluaran daerah

yang dibiayai dari penerimaan rutin dan pembangunan dengan pertumbuhan

ekonomi di kota Kediri tahun 1990 -- 2000.
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3.1 Rancangan Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatori yaiiu

menganalisis pengaruh dan kausalitas antara variabel satu dengan lainnya.

3.1.2 Unit Penelitian
Unit penelitian ini adalah sumber pengeluaran daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan ckoncmi kota Kediri dengan memperhatikan

penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut.

3.1.3 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah APBD dan seluruh sektor ekonomi yang
ada di kota Kediri. Untuk kepzrluan penelitian ini hanya diambil APBD dan
aktivitas sektor ekonomi yang ada pada tahun 1990 — 2000, pilihan tahun analisis
ini dengan alasan : 1) dalam periode tersebut ada dua karakter ekonomi beser

yaitu krisis dan keadaan normal; 2) adanya Undang-undang otonomi daerah.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi kepustakazn
yaitu berupa data sekunder dalam ruitun waktu (time series) yang bersifat
kuantitatif yang diperoleh di BPS Kota Kediri dengan bersumber pada Kediri
dalam angka tahun 1990 — 2000 dan Dinas kantor Keuangan daerah dari tahun
1990 — 2000 serta studi literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah data kuartalan tahun 1990 —2000.

Pada umumnya data yang tersedia tidak dalam bentuk kuartalan sehingga

diubah menjadi data kuartalan dengan metode interpolasi linier Insukindro

(Isukindro, 1992. 122) sebagati berikut:

27
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Q=14 {Y —45/12(Y,- Yu)}
Q=14 {Y - L5/12(Y, - Y)}

Q;=1/4{Y,+15/12(Y,

Y}

Y}

Q4:l/4 { Y(+4,5/12 ( YI
Dimana:

Q1, Q1 Q;, Q, = data kuartal pada tahun ke t
Y = data tahun t

3.3 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitain ini
terdiri dari dua variabel yaitu variabel pertumbuhan pengeluaran daerah
(pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dan pertumbuhan ekonomi .

1. Pertumbuhan pertumbuhan pengeluaran daerah (pengelvaran rutin dan

pengeluaran pembangunan) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jinghan,
1990: 21):

Y, = X = =D 4100 %

i

£
Keterangan:
X, = Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Kediri tahun t

X; = pengeluaran pemerintah Kota Kediri tahun t

N

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus sebagai berikut ( Suseno,1991
35):

¥, —{E —1
/A /0l

t

x100 %

i
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Keterangan :
Y, = Pertumbuhan ekonomi tahun t
Y, = PDRB tahun t

3.3.1 Uji Kausalitas Granger

Untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya pengaruh timbal balik
sumber pengeluaran daerah Kediri dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kedin
digunakan uji Kausalitas yang digunakan Granger yang dirumuskan sebagai
berikut (Arief, 1993: 152):

Xe=>aiXt—i+ > bjYt- j+ut

i=1 J=1

m S

Yt=Y ciYt—i+) dj Xt— j+vt

i=1 =1

Keterangan :
Yt = Pertumbuhan ekonomi tahun t
Xt = Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Kota Kediri ( pengeluaran

rutin dan pembangunan) tahun t

m,n.r,s = time lag yang ditentukan secara arbiter

ai = koefisien regresi dari X pada X =E{))
bj = koefisien regresi dari Y pada X =SHEY)
ci = koefisien regresi dari Y pada Y =f(X)
dj = koefisien regresi dari X pada Y =f{(X)
t = periode waktu (10 tahun)

u, v = error terms yang diasumsikan tidak mengandung kolerasi serial
Hasil-hasil regresi kedua bentuk model regresi linear ini akan
menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi

masing-masing:

1. Jika ij =0 danz d, =0, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X -
j=1

j=1
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2. Jika ij =4 danz d; # 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y

J=1 J=1

(98}

Jika D b;=0dany d, =0, makaX ke Y bebas antara satu dengan yang lain
=l

J=l

n

4. Jika Y b,#0 danz d, # 0, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y ke X

j=l j=1
3.3.2 Model Regresi Distributed lag

Untuk mengetahui  ketergantungan  variabel dependent yaitu Y
(pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel independent yaitu X (pengeluaran
pemerintah Kota Kediri) jarang terjadi seketika itu juga. Seringkali reaksi Y
terhadap pengaruh X memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan untuk timbuinya
reaksi atau jawaban terhadap suatu aksi atau pengaruh disebut beda kala atau lag.
Maka untuk mengetahui ketergantungan digunakan model regresi distributed lag

sebagai berikut (Supranto, 1995 : 176):

era+ﬁoX:+/811Y1—1+ﬂ2/\/1—2+ﬁ3X1—3+ﬂ4X1—4+€t (1)
B=A,+Ai+A4,i’ (2)
Kemudian di subtitusikan dari (2) ke dalam (1)
4
Yo =A+Y (A, + A, i+A,7)X,, +¢,
i=0
4

4 4
=A+A4, X, _ +A4 ]Z iX,_ +A 22 X . +e

i=0 1=0 i=0

Y =4+ At A12111+A 2 Zz: tE,

di mana:Z,, = Z X=X+ X, +X, ,+X, +X,,)

i=0

Ty =DURE S s i
i=0

3
Zz, :Zith—i :(“(r—l+4Xt—2 +9X1-3 +16Xt--4)

i=0
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Keterangan:
Yt = pertumbuhan ekonomi
o = konstan
Bo  =keofisien regresi dari pengeluaran Daerah
B, = polinomial kuadrat (pangkat 2)

Variabel X, ,_,, X.;adalah beda kala (k=3)
Dari persaman regresi diatas selanjutnya diadakan uji statistik dan uji

ekonometrik sebagai berikut:
1. Untuk menguji secara parsial dari variabel bebas diatas yang signifikan

mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi yang merupakan uji terhadap

koefisien regresi secara individval dengan rumus (Arief, 1993: 9):

, _ bi
hitung Sh/
Dimana
bi = koefisien regrsi
Sbi =standart error

Kriteria Pengujian untuk uji aua arah dengan menggunakan tingkat keyakinan
95% aebagai berikut:

a. Apabila probabititas t hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah
ditetapkan / level of significance (o), artinya ada pengaruh yang signifikan
antara variabel bebas terhadap variabel terikat

b. Apabila probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan yang telah
ditetapkan / level of significance (o), artinya tidak ada pengaruh yang

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikut
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3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya
Untuk mendapatkan pemahaman yang sama maka diberikan defiridsi
variabel operasional sebagai berikut :
1. Pengeluaran Pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kota Kediri untuk kegiatan pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yatiu besarnya kenaikan Produl: Domestik Regior.al
Bruto (PDRB) Kota Kediri yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang

dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun.
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IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Luas wilayah kota Kediri adalah 6.340 ha yang terdiri dari kecamatan
Mojoroto seluas 2.460 ha, kecamatan Kota seluas 1.49) ha, dan kecamatan
Pesantren seluas 2.390 ha. Wilayah kota Kediri terletak pad:. ketinggian 67 m dpl
dengan keadaan topografi relatif datar diantara kelerengan C — 40 %.

Secara administrasi kota Kediri termasuk dalam wilayah kerja Propinsi
Jawa Timur yang membawahi 3 wilayah kecamatan, 8 kelurahan, 38 desa, 193
RW, dan 1329 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara adalah kecamatan Gampengrejo kabuputen <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>